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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili  perkara

dalam  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : 

Pengadilan Agama tersebut;

Andong  bin  Nurdin,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Jalan  Rimba  Hijau,  Manubar  Dalam,  Sandaran,

Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur,  sebagai

Pemohon I;

Jusmiati Bin Sanneng, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan krayawan

swasta, pendidikan Sekolah Dasar,  tempat kediaman di

Jalan  Rimba  Hijau  RT 005  Desa  Manubar  Kecamatan

Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  bertanggal  20

September  2023  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Sgta

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa  Para  Pemohon  hendak  menikahkan  anak  kandung  Para

Pemohon yang bernama:

Lutfiah binti Andong, NIK 6408115606050002 berumur 18 tahun 3 bulan

yang  lahir  di  Soppeng  pada  tanggal  16  Juni  2005  beragama

Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  tidak  bekerja  beralamat  di

Jalan  Rimba Hijau,  RT.05,  Desa Manubar  Dalam,  Kecamatan

Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bernama:;

Muh Aprialdo bin Andi Muh Hatta, NIK 7308131210980001 berumur 25

tahun yang lahir di Pising pada tanggal 12 April 1998, beragama

Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  Driver  beralamat  di  Jalan

Wono, RT.03, Desa Manubar, Kecamatan Sandaran;

2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut,

baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku telah  terpenuhi,  kecuali  syarat  usia  bagi  anak

kandung anak  Para  Pemohon yakni  belum mencapai  umur  19  Tahun,

namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan;

3. Bahwa alasan anak para Pemohon bermaksud segera menikahkan

anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak

para Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal cukup lama dan

telah menjalin hubungan yakni sejak 3 bulan sampai sekarang sehingga

para  pihak  sangat  khawatir  akan  terjadi  perbuatan  yang dilarang  oleh

ketentuan  Hukum  Islam  serta  untuk  mengantisipasi  kesulitan-kesulitan

administratif  yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera

dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan itu, Para Pemohon

dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon telah mengurus

administrasi  dan  pendaftaran  rencana  pernikahan  anak  kandung  Para

Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

pihak  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sandaran,  Kabupaten  Kutai

Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya

dengan  alasan  umur  anak  kandung  Para  Pemohon  tidak  memenuhi

syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7

ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang

Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  yaitu  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang anak kandung

Para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan dan karenanya maka maksud

tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandaran
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Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  Surat  Penolakan  Nomor:  B-0041/Kua.

16.08.13/ PW. 01/09/2023 pada tanggal 18 September 2023;

5. Bahwa, calon suami  dari  anak kandung Para Pemohon memiliki

pekerjaan  sebagai  petani/kebun  yang  memiliki  penghasilan  rata-rata

perbulannya sebesar Rp5.00.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya

tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa,  anak  kandung  Para  Pemohon  berstatus  perawan/belum

pernah  menikah,  dan  telah  akil  baliq  serta  sudah  siap  untuk  menjadi

seorang  istri  dan/atau  ibu  rumah  tangga.  Begitu  pula  calon  suaminya

berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap

untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa  Para  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sangatta  segera memeriksa  dan mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P R I M E R;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan  dispensasi  kepada  anak  kandung  Para  Pemohon

yang bernama (Lutfiah binti Andong) di bawah umur 19 Tahun, menikah

dengan seorang anak laki-laki bernama (A. Muh Aprialdo bin Andi Muh

Hatta);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D A I R:;

Dan  atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  untuk

memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri  ke persidangan bersama, anak Pemohon,  calon suami

anak  Pemohon,  orang  tua  calon  suami  anak  pemohon dan  kemudian

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon

yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang

resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

masalah  Pendidikan,  kesehatan  diantaranya  kesiapan  organ  reproduksi,

psikologis,  psikis,  social,  budaya,  ekonomi  dan  potensi  perselisihan  dan

kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga  kepada  Pemohon  disarankan

menunda  menikahkan  anaknya  hingga  anak  tersebut  mencapai  batas

minimum usia  kawin  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan

yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan a quo, segala hal yang

telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari penetapan a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan dispensasi

kawin. Karena  itu,  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  49  huruf  (a)  poin  (3)

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

diubah  kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  serta  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon.  Maka

perkara a quo merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon,

Pemohon  berdomisili  di  Kabupaten  Kutai  Timur,  yang  merupakan  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara a quo merupakan

kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah

ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut

dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg  juncto Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama.  Atas  panggilan  tersebut,  Pemohon  hadir  ke

hadapan sidang;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  merupakan  perkara  voluntair,

karena  itu  tidak  termasuk  pada  jenis  perkara  yang  wajib  dimediasi

sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

agar  pengadilan  memberi  dispensasi  kepada  Anak  Pemohon  untuk

melangsungkan  perkawinan  dengan  calon  suaminya,  dengan  alasan

kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah

kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak

Pemohon  pada  saat  ini  belum  genap  berusia  19  (sembilan  belas)  tahun,

sehingga  tidak  memenuhi  syarat  minimal  usia  perkawinan  sebagaimana

diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sementara  itu,  pernikahan

tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan,  karena  hubungan  antara

keduanya  sudah  demikian  erat,  dan  dikhawatirkan  terjadi  hubungan  yang

tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili

Permohonan  Dispensasi  Kawin,  Hakim  telah  berusaha  menasehati  para

Pemohon,  anak  Pemohon  yang  dimintakan  dispensasi,  calon  suami  dan

orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

dampaknya  terhadap  anak  dalam  masalah  Pendidikan,  kesehatan

diantaranya  kesiapan  organ  reproduksi,  psikologis,  psikis,  social,  budaya,

ekonomi  dan  potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,

sehingga  kepada  Pemohon  disarankan  menunda  menikahkan  anaknya

hingga  anak  tersebut  mencapai  batas  minimum  usia  kawin  sebagaimana
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ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun  2019,  dan  ternyata berhasil sehingga  para  Pemohon  mencabut

Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon

oleh karenanya pencabutan permohonan oleh Para Pemohon dalam perkara

a quo dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo termasuk  dalam  bidang

perkawinan.  Karena itu,  sesuai  dengan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,   biaya  perkara  patut

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-

undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara  a quo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  mencabut  permohonannya

dalam  perkara  Nomor  409/Pdt.P/2023/PA.Sgta,  tanggal  20  September

2023;

2. Memerintahkan  panitera  Pengadilan  Agama  Sangatta  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta

pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16

Robiul  Awal  1445  H.  Oleh  Muhammad  Yusuf,  S.H.I  sebagai  Hakim

Tunggal.Penetapan  tersebut  diucapkan dalam sidang  terbuka untuk  umum

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman

Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Sidik, S.H Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 0,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 120.000,00,-

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor: 409/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


